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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
NOMOR   6   TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL  DAERAH PADA  

PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan 
dan perkembangan perekonomian daerah, 
pemberdayaan otonomi daerah, meningkatkan 
pendapatan asli daerah perlu mengarahkan 
penggunaan sebagian keuangan daerah untuk 
investasi; 

    
  b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu melakukan 
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 
Daerah Uncak Kapuas yang dapat memberikan 
kontribusi kepada daerah dan masyarakat 
Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya; 

    
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b  perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
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Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 
  

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

    
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4400); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4575); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

    
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

    
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007; 

    
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah; 

 
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada 
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Pihak Ketiga; 
    
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Badan Usaha Milik Daerah Uncak Kapuas 
Kabupaten Kapuas Hulu; 

    
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2010; 

    
    

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

dan  

BUPATI KAPUAS HULU 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 
PERUSAHAAN DAERAH UNCAK 
KAPUAS. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 


